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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi wajib 
pajak tentang tax amnesty terhadap keinginan mengikuti tax amnesty. Analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif yang menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara dan angket kepada 100 wajib pajak yang terdaftar 
di KPP Madya Palembang.Menerangkan Persepsi Wajib Pajak sebesar  57,5 % Wajib 
Pajak menyatakan Setuju dengan tax amnesty dan 42,5 % menyatakan Tidak Setuju 
dengan tax amnesty. Sedangkan Keinginan Mengikuti Tax Amnesty sebanyak 60 % Wajib 
Pajak menyatakan Setuju 40 % Wajib Pajak menyatakan Tidak Setuju. Hasil penelitian 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara persepsi wajib pajak 
tentang tax amnesty terhadap keinginan wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty, yang 
artinya semakin baik nya persepsi wajib pajak mengenai tax amnesty tersebut maka akan 
semakin menarik minat wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty. 
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Abstract 
This research aims to explain is the relationship between the perception of taxpayers 
about tax amnesty against the desire to follow a tax amnesty . The analysis of the data used 
is qualitative descriptive method.  Data of  method  collection use interviews and 
questionnare form to the 100 taxpayer which registered at KPP Madya Palembang.  
Describe the Taxpayer's perception of 57.5% Taxpayer agree with tax amnesty and 42.5% 
States disagree with the tax amnesty. While the Desire to follow a Tax Amnesty for as much 
as 60% of Taxpayers agree 40% Taxpayers stated do not agree. Results of the study 
showed that there is a strong link between perceptions of taxpayers about tax amnesty 
against the taxpayer wishes to follow the tax amnesty, which means the better the 
perception of its taxpayers about tax amnesty that will increasingly interest in following the 
taxpayer a tax amnesty. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus 
menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi 
ataupun non materil. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut perlu banyak 
memperhatikan masalah salah satunya pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha 
memandirikan bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan dengan 
menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang 
harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. 
Suatu peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu 
sumber pembiayaan yang dapat dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan 
banyaknya jumlah pembayar pajak dari tahun ketahun yang diharapkan semakin 
meningkat seiring dengan  bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan 
masyarakat. Sampai dengan tahun 2015, sebanyak 30.044103  wajib pajak (WP) yang 
terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang terdiri dari 
5.239.385 WP Pribadi (OP) Non Karyawan, 2.472.632 WP badan dan 22.332.086 
Orang Pribadi (OP) KaryawanDalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 mengenai 
Ketentuan Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 2 memberikan 
pengertian tentang Wajib Pajak yaitu: Wajib Pajak adalah badan maupun orang pribadi, 
meliputi pemotong pajak, pembayar dan pemungut pajak yang memiliki hak dan 
kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan pada 
perpajakan. Pemahaman yang terdapat didalam pasal di atas orang yang tidak atau belum 
mempunyai NPWP juga dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak jika memang benar-benar 
telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan karena menurut undang-undang tertera 
diatas tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang hanya mempunyai NPWP 
dan wajib untuk membayar iuran atas pajak Dari tabel di atas pada tahun 2011 adalah 
tahun yang paling mendekati target dengan  pendapatan pajak sebesar 99,3%  dan pada 
tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 
81,5% dari target penerimaan pajak. Sumber utama penerimaan suatu Negara ialah pajak. 
Pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546.664,6 juta tercapai sebesar 
85% dari total pendapatan Negara. Sebetulnya, potensi yang dapat digali untuk dalam 
upaya peningkatan penerimaan pajak masih banyak. Data menunjukkan pada tahun 2014 
atau sekitar 12 % tax ratio di Indonesia , jika  dibandingkan dengan tax ratio dengan rata-
rata Negara-negara anggotaOrganisation Economic Co-operatin Development(OECD) 
yang mencapai 34% maka Negara Indonesia masih cukup rendah. Hal lain juga dapat 
dilihat dari masih cukup rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, terlihat dari 
seberapa banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar mempunyai NPWP  hanya sekitar 
26 juta orang dimana total penduduk Indonesia itu sendiri sebanyak 250 juta. Maka dapat 
disimpulkan, untuk mengoptimalisasi potensi pajak yang ada di Indonesia pemerintah 
berencana untuk menggunakan beberapa kebijakan, salah satunya adalah pengampunan 
pajak atau tax amnesty. (www.kemenkeu.go.id) 
Indonesia sebenarnya pernah melakukan kebijakan Tax Amnesty yang dilakukan pada 
tahun 1984 namun, kebijakan tax amnesty 1984 namun karena tidak diiringi dengan 
kebijakan lain maka pada tahun ini gagal total, terutama dalam sistem administrasi 
perpajakan. Pada tahun 2008 kebijakan yang hampir sama juga dilakukan yang disebut 
dengan sunset policy. Dari berlakunya kebijakan ini yang dilaksankan sepanjang tahun 
2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, SPT 
tahunan bertambah sebesar 804.814 serta meningkatnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 
triliun. Jumlah NPWP orang pribadi menjadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, 
dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Maka didapatkan  total 17,16 juta (data DJP, 2010 
kuartal 1). Namun setelah kebijakan berakhir tingkat kepatuhan wajib pajak statis atau 
stagnan. Karena tidak adanya peningkatan penerimaan PPh pada tahun – tahun setelah 
kebijakan tersebut berakhir menyebabkan turunnya realisasi penerimaan pajak. Begitu 
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pula dengan tax ratio, tidak naik signifikan. Pada hakekatnya pemberlakuan sunset policy 
maupunta tax amnesty sangat tidak berpihak kepada wajib pajak yang selama ini taat 
membayar pajak. Jika kebijakan ini diterapkan alangkah baiknya jika dilakukan kajian 
yang mendalam mengingat karakteristik wajib pajak berbeda pada setiap negara. 
Pembatasan waktu harus dilakukan karena ada kemungkinan disalah gunakan. Apabila 
tidak dilakukan atau ditetapkannya batas waktu akan berdampak pada kepatuhan wajib 
pajak itu sendiri. Dengan diberikannya kesempatan kepada wajib pajak dalam 
pengampunan pajak diharapkan akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Memberikan 
kesempatan untuk wajib pajak dalam keterbukaannya (disclosure) atas penghapusan 
sanksi administrasi pajak, sebelum dilakukan penegakan hukum. Wawan Hermansyah 
(2013), yang berjudul Analisis Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di 
Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bila dilakukan di Indonesia akan terjadi 
penyelewengan atau moral hazard yang disebabkan oleh sarana dan prasarana, karena ada 
beberapa hal yang belum memadai seperti keterbukaan akses informasi serta pendukung 
lainnya. 
Sementara itu, Monica Dian Anggraeni (2011) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan 
Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Dari hasil 
penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan Sunset Policy dapat meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
Sementara itu, Anna Lisa Maharany (2013) yang berjudul, “Pengaruh Program Sunset 
Policy Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pribadi di 
KPP Pratama Surakarta”. Dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
program Sunset Policy memberikan pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar 
Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang 
Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan. 
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi 
Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan ( Cindy Dwi Utami, Sony Devano, 
2016) yang mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif yang signifikan dari persepsi 
wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015, yang artinya 
semakin baik penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 makan akan 
meningkatkan niat kepatuhan perpajakan. 
Dan juga, Ngadiman dan Daniel Husli (2015) yang berjudul, “Pengaruh Sunset 
Policy,  Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Studi Empiris 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”. Dapat disimpulkan bahwa 
Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa sunset policy 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty 
berpengaruh signifikan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan  
sebesar 21,7 % sanksi pajak dapat digunakan sebagai penjelasan kepatuhan wajib pajak. 
Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat ketidak konsistenan antara penelitian 
Monica (2011), Anna (2013) dengan Ngadiman dan Daniel (2015) dan juga Wawan 
(2013). Serta berdasarkan fenomena yang terjadi  ditahun sebelumnya. Hal ini menarik 
perhatian penulis untuk melakukan penelitian, guna melihat apakah persepsi wajib pajak 
tentang tax amnesty terhadap keinginan untuk mengikuti tax amnesty dari permasalahan 
tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai Tax Amnesty dengan objek dan 
permasalahan yang berbeda, maka penulis mengambil judul “ Persepsi Wajib Pajak 
Tentang Tax Amnesty Terhadap Keinginan Mengikuti Tax Amnesty” (Studi Empiris 
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang). 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di tulis maka penulis dapat 
menyimpulkan rumusan masalah yang terdapat penelitian ini ialah “Bagaimana persepsi 
wajib pajak tentang Tax Amnesty terhadap keinginan mengikuti tax amnesty ”. 
 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak tentang Tax Amnesty terhadap 
keinginan mengikuti tax amnesty . 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori Persepsi 
Slamet (2010, h.102), menyatakan bahwa persepsi merupakan proses masuknya pesan 
ataupun informasi kedalam pikiran atau otak manusia, dari persepsi manusia secara terus 
menerus mengadakan hubungan pada lingkungan sekitar. Hubungan ini dilakukan 
melalui indra penglihatan, penciuman, peraba, perasa dan juga pendengaran. 
 
2.2 Keinginan 
Shaleh (2004, h.262) keinginan adalah suatu kecenderungan untuk memberikan 
perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek 
dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. 
 
2.3 Pajak 
Menurut Soemitro (2011, h:1), pajak ialah iuran rakyat untuk kas Negara yang 
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal 
balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembayaran 
pengeluaran umum” 
 
2.4  Persepsi 
Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan  langsung dari 
sesuatu, proses seseorang untuk mengetahui berbagai macam  dari panca inderanya. 
Sedangkan Slameto (2010:102) persepsi adalah proses masuknya informasi atau pesan 
kedalam otak manusia, melalui pesepsi manusia secara terus menerus berinteraksi dengan 
lingkungannya. Menurut Robbins (2003: 123), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses 
dengan berbagi macam individu yang menafsirkan atau mengorganisasikan kesan pada 
indera mereka untuk memberi makna pada lingkungannya. 
 
2.5 Tax Amnesty 
Amnesti pajak adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bentuk pengampunan 
yang diberikan kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan 
sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 
tahun 2015 atau sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan melunasi segala 
tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (pajak.go.id) 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
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 Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk 
memaparkan dan juga  memberik gambaran yang jelas  dari fenomena yang ingin diteliti. 
 
3.2 Jenis Data 
Dalam penelitian ini sumber data yang dipilih peneliti untuk penelitian adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer data yang didapat secara langsung oleh objek 
penelitian sedangkan data sekunder data yang di dapat di KPP Madya Kota Palembang 
berupa data jumlah wajib pajak yang terdaftar. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner atau 
angket. Kuisioner akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi.  
 
3.5 Pemilihan Informan Kunci 
Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data penelitian atau 
yang berhubungan secara langsung dengan penelitian sehingga, data yang diperoleh oleh 
peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan populasi dan 
sampel. Informan kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Madya Palembang 
b. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 
c. Akademisi dalam Perpajakan 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umun Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang berada di Jalan Tasik, Kambang Iwak 
Palembang (30135) Sumatera Selatan. Reformasi perpajakan yang dilakukan Direktorat 
Jendaral Pajak dan Kementerian Keuangan selama tiga puluh tahun ini (dimulai dari 
tahun 1984) sejak 2002 memasuki era modernisasi. Hal ini merupakan komitmen untuk 
merealisasikan visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada saat itu yakni “Menjadi model 
pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem perpajakan kelas dunia yang 
dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. Untuk mempercepat modernisasi di seluruh 
unit kerja operasional Direktorat Jendral Pajak Besar (LTO) maka dilanjutkan dengan 
pembentukan. 
 
4.2 Pengumpulaan Data Partisipan 
Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebanyak 
100 kuesioner yang telah disebar sendiri oleh peneliti dan melakukan wawancara 
langsung di KPP Madya Palembang. Wawancara dilakukan agar dapat mengurangi 
ketidak-pahaman responden mengenai pernyataan yang terdapat pada kuisioner. 
 
4.3 Tahapan Analisis 
4.3.1 Deskripsi Informan Kunci 
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  Dalam mengoptimalkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, 
penulis melakukan Deskripsi data yang berguna untuk mereduksi dan men-display data  
yang digunakan untuk diambil dalam hasil penelitian seperti yang dibahas dalam buku Moh. 
Nazir (2013). Angket dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam melakukan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 3 informan kunci. 
Wawancara pertama dilakukan dengan Akademisi bidang Perpajakan. Penerapan dan 
peraturan yang terdapat pada kebijakan tax amnesty, dari hasil wawancara yang dilakukan 
dapat diambil jawaban yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu bahwa dengan adanya 
kebijakan ini cukup menarik investasi luar negeri. 
“...sebenarnya penerapan tax amnesty sudah cukup menarik investasi pada luar 
negeri hanya saja sejauh ini yang sangat berpengaruh adalah pelaporan asset dan 
juga bagus untuk program UMKM tax amnesty ...” 
(Wawancara Akademisi, 20 Januari 2017) 
 
Berikutnya mengenai sosialisasi yang sudah banyak dilakukan oleh pihak Pajak apakah 
cukup efektif untuk membuat masyarakat tahu tentang tax amnesty dan dapat menarik minat 
untuk masyarakat mengikuti tax amnesty. 
“...bagi penghindaran pajak dapat membantu yang seharusnya denda dihapuskan 
namun bagi wajib pajak pribadi kurang dapat membuat mereka paham...” 
(Wawancara Akademisi, 20 Januari 2017) 
 
Kemudian apa saja yang dapat menjadi hambatan selama berlangsungnya program tax 
amnesty ini 
“… data UMKM masih banyak yang belum terdaftar dan pada wajib pajak yang 
berada di luar negeri terkadang ada beberapa kebijakan yang diterapkan pada 
Negara yang mereka ditinggali bertentangan dengan kebijakan dalam negeri  ...” 
(Wawancara Akademisi, 20 Januari 2017) 
 
Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan pihak KPP, penulis mengambil 
kesimpulan pendapat informan mengenai penerapan dan peraturan yang terdapat dalam 
kebijakan tax amnesty. Informan Kunci yang berasal dari KPP memberikan jawaban 
mengenai penerapan dan peraturan tax amnesty diharapkan dapat disambut baik oleh wajib 
pajak kebijakan tersebut memberikan banyak kemudahan, salah satu kemudahan yang 
diterima adalah dengan adanya kelonggaran kepada wajib pajak yang belum mengikuti 
periode pertama diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengikuti program tax amnesty 
tersebut. 
Berikutnya wawancara yang dilakukan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi 
yang menjawab wawancara secara beragam. Pertanyaan yang diberikan mengenai  
pemahaman wajib pajak mengenai penerapan dan peraturan yang terdapat pada kebijakan 
tax amnesty. Masih ada beberapa wajib pajak yang belum memahami namun tidak sedikit 
juga yang sudah sedikit paham. 
“... saya sudah cukup paham dan mengerti mengenai kebijakan ini karena saya 
pernah menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh pihak pajak...” 
(Wawancara WPOP 4, 09 November 2016) 
 
“...sudah tahu bahwa kebijakan diberlakukan tapi masih kurang paham secara rinci 
dan detailnya...” 
(Wawancara WPOP 3, 08 November 2016) 
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“... saya mengetahui tentang tax amnesty namun, masih kurang memahami peraturan 
yang terdapat pada kebijakan ini seperti cara, tariff dan batas waktu yang 
ditentukan...” 
(Wawancara WPOP 2, 07November 2016) 
 
 
Berikutnya apakah kebijakan ini sulit atau mudah di pahami, jika wajib pajak kurang 
paham mengenai kebijakan ini apa yang wajib pajak lakukan. 
“... masih sulit dipahami, jika saya tidak paham saya akan menanyakan secara 
langsng pada karyawan pajak yang bersangkutan...” 
(Wawancara WPOP 1, 07November 2016) 
 
“... sebenarnya penerapannya tidak sulit untuk dipahami, karena sekarang teknologi 
sudah canggih menurut saya kita dapat dengan mudah mencari tahu tentang tax 
amnesty di website pajak atau di google kita juga bisa datang langsung ke kantor 
pajak...” 
(Wawancara WPOP 5, 09November 2016) 
 
   Kemudian apakah harapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tax amnesty untuk 
kedepannya. 
“...pemerintah dapat bersosialisasi yang intern kesetiap kelompok wajib pajak yang 
menjadi sasaran mulai dari konglomerat sampai usaha mikro, pemerintah juga dapat 
memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan 
keuangannya...” 
(Wawancara WPOP 8, 17 November 2016) 
 
“... Semoga tax amnesty benar-benar bisa membantu perekonomian Negara dalam 
meningkatkan pendapatan ...” 
(Wawancara WPOP, 15 November 2016) 
 
“... Masyarakat yang telah mengikuti maupun belum bisa lebih jujur dalam membayar 
pajak dapat secara jujur untuk kedepannya sehingga tidak perlu lagi dilakukan 
pengampunan pajak...” 
(Wawancara WPOP 6, 10 November 2016) 
 
 Menurut wajib pajak penerapan masih cukup sulit dipahami namun jika kita ingin 
mengetahui secara menyeluruh kita dapat dengan mudah mencari tahu, atau dapat langsung 
kekantor pajak. Setelah wawancara kepadainforman kunci dipaparkan satu persatu, maka  
peneliti melanjutkan data yang didapat dari 100 angket yang sudah disebar kepada wajib 
pajak orang pribadi. 
 
4.3.2 Deskripsi Data Penelitian 
Dalam hal ini data penelitian yang dianalisis adalah berupa daftar pertanyaan 
melalui angket yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi. Berikut adalah hasil 
analisis penulis berdasarkan tiap - tiap pertanyaan yang diberikan melalui angket.
 Penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap 
pengampunan pajak. 
 
Tabel 4.1 Pemahaman tentang kebijakan Tax Amnesty( pengampunan pajak ) 
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Keterangan  Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 44 44% 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 56 56% 
Total 100 100% 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
 
  Pada Tabel 4.1 dapat dilihat secara garis besar Wajib Pajak sebanyak 44 % menyatakan 
Setuju, sedangkan 56 % menyatakan Tidak Setuju. Sehingga dapat disimpukan bahwa 
Wajib Pajak belum cukup paham tentang kebijakan Tax Amnesty.Setelah mengetahui 
pemahaman Wajib Pajak terhadap tax amnesty selanjutnya melihat pemahaman Wajib 
Pajak tentang ketentuan umum tax amnesty.Selanjutnya melihat bagaimana pemahaman 
wajib pajak tentang ketentuan umum tax amnesty. 
Tabel 4.2  Pemahaman peraturan untuk mengikuti Tax  Amnesty 
Keterangan  Wajib Pajak  % 
Jumlah Jawaban Setuju 46 46 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 54 54 % 
Total  100 100 % 
 Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner oleh Penulis 2016 
 
Pada tabel 4.2 perbedaan tidak terlalu signifikan sebesar 46 % atau sebanyak 46 orang 
yang memahami peraturan kebijakan ini dan 54 % atau 54 orang menjawab tidak setuju. 
Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak Wajib Pajak yang belum memahami peraturan 
yang diberikan untuk mengikuti Tax Amnesty.Kemudian mengetahui pemahaman Wajib 
Pajak tentang asas dan tujuan tax amnesty. 
Tabel 4.3 Asas Pengampunan Pajak 
Keterangan Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 39 39 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 61 61 % 
Total 100 100 % 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2017 
 
Pada tabel 4.3 dapat dilihat dengan jelas bahwa sebanyak 39 orang atau 39 % 
menyatakan setuju sedangkan 61 orang atau 61 % menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa banyak orang yang hanya mengetahui UU Tax Amnesty tapi tidak 
mengetahui asas-asas yang ada pada Tax Amnesty.Setelah itu penulis ingin mengetahui 
pemahaman Wajib Pajak tentang asas dan tujuan tax amnesty,  selanjutnya mengetahui 
objek dan subjek pajak dalam tax amnesty 
 
Tabel 4.4 Wajib Pajak Berhak Mendapatkan Pengampunan Pajak Melalui  
Pengungkapan Harta 
Keterangan Wajib Pajak  % 
Jumlah Jawaban Setuju 63 63 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 37 37 % 
Total 100 100 % 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
 
Kemudian melihat bagaimana pemahaman Wajib Pajak mengenai tariff dan cara 
menghitung uang tebusan dalam tax amnesty 
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Tabel 4.5 Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan Yang Belum Sepenuhnya 
Terselesaikan 
Keterangan Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 62 62 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 38 38 % 
Total 100 100% 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
Pada Tabel 4.5 secara garis besar wajib pajak menyetujui pernyataan tersebut, yang 
dapat dilihat sebanyak 62 orang atau 62 % menyatakan setuju dan 38 orang atau 38 % 
menyatakan tidak setuju. Hasil kuisioner dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit orang yang 
sudah tahu tentang pengampunan pajak meliputi atas kewajiban perpajakan sampai dengan 
akhir Tahun Pajak Terakhir, yang masih atau belum terselesaikan.Dan yang terakhir 
mengetahui manajemen data dan informasi pada tax amnesty 
 
Tabel 4.6 Data dan Informasi Wajib Pajak Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Dasar 
Penyelidikan, Penyidikan, atau Penuntutan Pidana 
Keterangan  Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 53 53 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 47 47 % 
Total  100 100 % 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
 
Pada Tabel  4.6 lebih dari 50 responden menjawab setuju yakni sebanyak 58 wajib 
pajak atau 58 %  menjawab setuju dan  42 wajib pajak atau  42 %  menjawab tidak setuju. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib  pajak sangat setuju jika dengan data dan informasi 
yang mereka berikan tidak akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil wawancara dengan responden.Guna mengetahui keinginan mengikuti tax 
amnesty Wajib Pajak mencari tahu informasi cara dan tempat pembayaran tax amnesty 
Tabel 4.7 Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan 
Keterangan  Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 55  55 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 45  45 % 
Total 100 100 % 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
Pada Tabel diatas dapat dilihat sebesar 55 % atau 55 wajib pajak menyatakan setuju 
dan 45 % atau 45 orang menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 
beberapa dokumen yang kurang ketika wajib pajak ingin mengikuti tax amnesty kurangnya 
informasi menjadi salah satu faktor tidak lengkapnya dokumen.Selanjutnya Wajib Pajak 
ingin mencari tahu batas waktu pembayaran tax amnesty 
 
Tabel 4.8 Mencari Informasi Batas Waktu Pembayaran Tax Amnesty 
Keterangan  Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 62 62 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 38 38 % 
Total  100 100 % 
 Sumber: Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
Pada tabel 4.8 dapat dilihat dengan jelas sebanyak 62 orang atau 62 % wajib pajak 
menjawab setuju dan 38 orang dan 38 % menjawab tidak setuju. Sehingga dapat 
disimpulkan wajib pajak yang ingin mengikuti kebijakan ini mencari tahu batasan waktu di 
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setiap periode yang diberlakukan dalam tax amnesty. Kemudian Wajib Pajak membuat 
alokasi dana untuk mengikuti tax amnesty 
 
 
Tabel 4.9 Mengalokasikan Dana untuk Membayar Uang Tebusan Tax amnesty 
Keterangan  Wajib Pajak % 
Jumlah Jawaban Setuju 61 61 % 
Jumlah Jawaban Tidak Setuju 39 39 % 
Total 100 100 % 
Sumber : Pengelolahan Hasil Kuisioner Oleh Penulis 2016 
 
Pada Tabel 4.9 dapat dilihat sebanyak 65 % atau 65 orang menyetujui pernyataan 
tersebut namun masih ada wajib pajak yang tidak menyetujui yakni sebanyak 35 % atau 35 
orang. Maka disimpulkan wajib pajak mengalokasikan dana khusus guna membayar uang 
tebusan tax amnesty jadi mereka tidak harus menggunakan uang tabungan yang lain. 
 
 
4.4 Pembahasan  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terhadap jawaban responden mengenai 
Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Amnesty terhadap Keinginan Mengikuti Tax Amnesty 
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax  Amnesty 
terhadap keinginan Wajib Pajak dalam mengikuti Tax Amnesty. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Cindy dan Devano (2016), terdapat pengaruh positif yang 
signifikan dari persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 
2015, yang artinya semakin baik penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 
maka akan meningkatkan niat kepatuhan perpajakan. 
Dimana dapat dilihat dari hasil 100 kuisioner yang telah disebar dan wawancara 
langsung kepada 10 Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa Wajib Pajak masih kurang 
memahami tentang kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) hal ini disebabkan masih 
banyaknya berita yang belum jelas benar atau tidak mengenai kebijakan ini beberapa Wajib 
Pajak merasa Pemerintah masih kurang perannya dalam mengenalkan dan menjelaskan 
secara menyeluruh bagaimana penerapannya sehingga mereka hanya mengetahui beberapa 
hal saja. Dapat dilihat dari hasil kuisioner dimana Wajib Pajak yang memahami tentang 
kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) hanya sebesar 44 % yang didukung dengan 
pernyataan Wajib Pajak pada saat dilakukan wawancara yaitu  
“...Saya sudah mulai paham dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk Tax 
Amnesty, karena saya sering melihat beberapa berita mengenai kebijakan ini di 
stasiun TV namun saya tidak mengikuti Tax Amnesty…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 6, 10 November 2016) 
 
“…Saya masih kurang paham mengenai kebijakan ini untuk apa dan bagaimana 
penerapannya karena menurut saya sudah banyak sekali penerapan pajak yang 
dilakukan oleh pemerintah dan ditahun ini dilakukan pengampunan pajak padahal 
masyarakat saja masih belum mengenai tariff pajak secara umum…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 5, 09 November 2016)  
 
 Dari kesalah-pahaman masyarakat dalam memahami kebijakan tax amnestyakan 
membuat mereka berfikir kembali dalam mengikuti kebijakan ini dan beberapa masyarakat 
yang telah patuh dalam pelaporan dan membayar pajaknya akan merasakan ketidak adilan 
pemerintah. Akan lebih baik jika Pemerintah atau pihak pajak itu sendiri menggunakan 
strategi komunikasi seperti apa yang baik digunakan dalam penyampaian pesan terhadap 
masyarakat umum sehingga dapat meminimalkan salah persepsi dari kebijakan ini karena 
 
 
 
 
 
 
 
11 
kebijakan ini juga harus dipahami dengan baik oleh wajib pajak yang mengikuti ataupun 
tidak mengikuti tax amnesty. 
Wajib Pajak masih ada yang belum mengetahui bahwa dasar pengenaan uang tebusan 
adalah nilai harta bersih yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan pada SPT PPh 
terakhir.  Hal ini didukung dari pernyataan responden 
“...Karena saya hanya tahu tentang kebijakan ini saja tapi tidak dengan cara dan 
bagaimana pengenaan tariff atau lainnya setahu saya memang pengenaan dasar tariff 
pajak berbeda-beda tergantung jenis pajak nya itu sendiri misalkan PPh, PPn itu saja 
sudah berbeda pengenaan tariff nya…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 1, 07 November 2016) 
 Namun tidak sedikit juga yang sudah mulai paham mengenai tariff pengenaan uang 
tebusan seperti pernyataan responden sebagai berikut 
“…Yah saya tahu kalau itu (dasar pengenaan tebusan) kalau kita masih ada laporan 
harta yang belum semuanya dilaporkan pada SPT PPh terakhir maka itu yang akan 
dijadikan sebagai dasar pengenaannya…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi, 17 November 2016) 
 Menurut beberapa responden tax amnesty masih cukup sulit untuk dipahami namun ada 
juga yang menjawab telah paham, tetapi responden menganggap kurang efektif sebab 
Pemerintah menunjukkan kecenderungan rasa putus asa dari Pemerintah untuk menghukum 
Wajib Pajak yang kurang atau tidak taat dan dengan adanya kebijakan ini akan 
menimbulkan rasa kecemburuan dari pihak Wajib Pajak yang telah taat dalam pembayaran 
pajaknya. 
Salah satu hal yang membuat Wajib Pajak ingin mengikuti Tax Amnesty adalah semua 
data dan informasi yang didapat dari Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty yang 
bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang di administrasikan Kementrian 
Keuangan tidak akan dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, 
ataupun penuntutan pidana. Sebagaimana pernyataan responden berikut ini  
 
 
“…Saya sangat setuju dengan peraturan yang dibuat karena bagi wajib pajak 
memberikan data dan informasi mengenai harta yang dimiliki itu tidak mudah jika 
tidak diberikan kompensasi atau jaminan dari kejujuran mereka dalam pelaporan 
harta yang dimilikinya…” 
  (Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 2, 07 November 2016) 
 
“…Memang seharusnya begitu karena menurut beberapa orang akan sangat 
merugikan untuk melaporkan harta mereka jika nantinya malah membawa mereka ke 
kasus pidana yang dimana awalnya untuk membantu pemerinta malah mereka yang 
susah tapi karena adanya peraturan ini maka tidak harus berfikir dua kali untuk 
melaporkan hartanya…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 7, 15 November 2016) 
 
Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah bahwa setiap Wajib Pajak yang 
mengikuti Tax Amnesty tidak perlu khawatir pelaporan hartanya akan dijadikan sebagai 
dasar penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan pidana. Maka akan menarik minat 
Wajib Pajak tersebut karena jika tidak ada peraturan ini Wajib Pajak akan merasa 
pengampunan pajak memberatkan dan terlalu beresiko untuk diikuti. 
Beberapa sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah dirasa masih belum cukup karena 
pemerintah seharusnya lebih variatif lagi sehingga dapat mendorong masyarakat untuk 
menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan hartanya, cara-cara dengan bahasa yang 
tidak mengintimidasi tapi memberikan kemudahan  agar dapat mendorong minat 
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masyarakat karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk melaporkan harta yang 
belum dilaporkan dengan dapatnya hak pembebasan, penghapusan pembayaran pajak 
terutang, administrasi dan  sanksi pidana dibidang perpajakan. Dapat dilihat dari hasil 
wawancara yaitu  
“…Kalau sosialisasi yang dilakukan mencakup semua kalangan tidak hanya kepada 
beberapa jenis kantor saya kira akan efektif dan kalau wajib pajak sudah mengetahui 
bagaimana penerapannya dan manfaatnya untuk perekonomian serta pembangunan, 
saya rasa Wajib Pajak akan berminat untuk mengikuti TA…”  
( Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 05, 09 November 2016) 
  
“…Ya cukup efektif, karena saya sendiri mengerti karena pernah menghadiri 
sosialisasi. Menarik minat atau tidak menurut saya tergantung pada penjelasan 
pegawai pajak saat sosialisasi tersebut kalau cara penyampaian nya saja 
membosankan bagaimana wajib pajak akan tertarik…” 
(Wawancara, Wajib Pajak Orang Pribadi 06, 10 November 2016) 
 
 Keamanan juga merupakan salah satu alasan Wajib Pajak untuk mengikuti Tax 
Amnesty dimana hasil kuisioner sebesar 60 % Wajib Pajak menyetujui jika data dan 
informasi yang telah mereka laporkan untuk mengikuti pengampunan pajak tidak dapat 
diminta oleh siapapun atau oleh pihak manapun kecuali atas persetujuan Wajib Pajak itu 
sendiri. Dan sebesar 69 % Wajib Pajak juga menyetujui jika setiap Wajib Pajak yang 
mengikuti Tax Amnesty dapat melaporkan jika kerahasiaan data dan informasinya dilanggar.  
Dapat disimpulkan bahwa  selama keamanan data dan informasi belum terjamin para 
pelaku usaha tidak akan secara terbuka untuk melakukan pelaporan harta yang dimilikinya 
dan juga tidak ingin melakukan repatriasi. 
 
5.PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang telah penulis lakukan mengenai 
persepsi Wajib Pajak tentang tax amnesty terhadap keinginan mengikuti tax amnesty (studi 
empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Madya Kota Palembang), 
yang diwakilkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Menerangkan Persepsi Wajib Pajak 
Orang Pribadi sebesar 689 atau 57,5 % Wajib Pajak menyatakan Setuju dan 511 atau 42,5 
% menyatakan Tidak Setuju. Sedangkan Keinginan Mengikuti Tax Amnesty sebanyak 419 
atau 60 % Wajib Pajak Orang Pribadi menyatakan Setuju dan 281 atau 40 % Wajib Pajak 
Orang Pribadi menyatakan Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan baik atau tidak nya persepsi 
masyarakat mengenai Tax Amnesty dapat berdampak terhadap keinginan Wajib Pajak itu 
sendiri dalam mengikuti kebijakan ini. 
 
5.2   Saran 
  Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Saran untuk KPP Madya Kota Palembang 
a. Melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh kalangan masyarakat 
dalam hal mengenalkan dan juga menjelaskan apa itu kebijakan tax amnesty 
atau pengampunan pajak . 
b. Tidak hanya memfokuskan kepada Wajib Pajak yang ikut berpatisipasi 
dalam kebijakan ini namun juga memberikan opsi-opsi lain yang bisa 
diambil dan menjadi hak wajib pajak yang sudah mematuhi peraturan 
perpajakan. 
 
 
 
 
 
 
 
13 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas pengetahuannya    mengenai 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty dan dapat 
membantu Wajib Pajak dalam memahami kebijakan ini secara menyeluruh. 
b. Melakukan penelitian tidak hanya pada Wajib Pajak Orang  Pribadi namun 
memperluas objek penelitiannya seperti Wajib Pajak Badan. 
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